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SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAI KARUPATEN BULELENG
TANUN 2024

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 terdird
dan dua laporan yaitu:

. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

o, Masil pemeriksaan yang memuat opini BPK;

b. Gambaran Umum Pemerikiaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar
pemeriksaan, juan pemeriksaon, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan,
metodologi pemeriksaan, jangka wakin pemeriksaan, dan batasan pemeriksaon;
dan

€, Laporan Kevangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang dilenghapi
dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab oleh Pimpinan Entitas.

Il.  Laporan Hasil Pemeriksann atas Sistem Pengendalion Intern dan Kepatuhon terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

o Resume Laporsn stas Sigtem Pengendalian Intem dan Kepamuhan terhadap
Ketentuan Peratuman Perundang-undangan;

b. Hasil Pemeriksaan stas Sistern Pengendalian lntern dan Kepatuhan terhadap
Eetentuan Peraturan Perandang-undangan; dan

e. [khiisar Pemaniauan Tindsk Lanjui Bekomendasi Hasil Penserkesan Keuangan
Sebelumnya.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaon Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Kewangan MNegam dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keunngan, BPK telah memeriksa Laporan Kcvangan Pemcrintah
Kabupaten Buleleng, wvang serdini dani Meraca tamggal 31 Desember 2024, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tangpung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintsh Kobupaten Buleleng bertanggung jawab alas penyusunan dan penynjian wajar
laporan keuvangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian miem
vang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik
yang disehabkan oleh kecurangen maupun kesalahan.

Tanggung Jawabh BPK

Tanggung jowab BPE adalah untuk menyaiakan suatu opini afas laporan kcoangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK meloksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuvangan Negara, Standar tersebut mengharuskon BPE mematuhi kode euk
BPE. seria merencanakan dan melaksanakan pemenksaan untuk memperobeh kevakinan
yeng memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dan kesalohan penyajian material.
Sustu pemeriksaan meliputi pengujion bukti-bukti yeng mendukung angkn-angka dan
pengungkapan dalam lsporan keuwangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pads
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian ristko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang dischabkan oleh kecurangan moupun kesalahan, Dalam
melakuksn penilnian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern vang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Buleleng untuk memancang prosedur pemenksaan yang tepal sesuai dengan kondisi vang
ada, tetapi bukon untuk tojuon menyatakan opind atas efektivitas pengendalian intem
Pemeriniah Ksbupaten Bulclemg Pemerikssan yang dilakukan BPK juga mencakup
evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kcwajaran estimosi
akuntansi yang dibust olech Pemerintah Kabupaten Boleleng, senia evaluasi mas penyajian
lzporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaon yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat. scbagas
dasar untuk menyatakan opini BPK.
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Menurut opini BPK, laporsn kevangan yang dischut of sias, menyajikan secar wajar,
dalam semun hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal
31 Desember 2024, dan realisasi anggrran, perubalan saldo nnggaran lebih, operasional,
arus kas, seria perubahan ekuitas untuk talun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesual
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Laporan atas SP1 dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadni alas kewajaran lapomn kenangan tersebu,
BPK juga melakukan pemeriksann lerhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalion Interm dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan disajikan dalam Laporan Nomaor 76, B/LHP/XIX.DPS0S/2025 tanggal 25 Mei
2025, yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEYANGAN
REFL'EILH{ INDONES

A "rlu_ i:Ng
M.M=AL-CK. CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP
Register Negara Akumtan No, RNA-11643
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REFUBLIK INDMNESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksann Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keunngan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keunngan (BPK) telah memeriksa
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng Tahun 2024 dengan opini
Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuoat dolam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor
TEALHPXIX. DPSAS2025 tanggal 25 Mei 2025,

Untuk memperoleh keyvakinan yang memadai tentang apakah lnporan keuangan bebas dori
saloh saji material, BPK melakukan pengujinn atas efektivitas sistem pengendalian intemn
dan kepatuhan terhadap ketentuan persturan perundang-undangan yang berpengarah
langsung dan material terhadap lapornn keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan
BPK tidak dirmncang khusus untuk menyatakan pendapat stns efektivitas sistem
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti ifu,

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab
Buleleng Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antam lain:
. Pendatsan dan Pendaftaran PBIT Hotel dan PBJT Restoran Belum Optimal seria
Kekurangan Penetapan Minimal Senilai Rpl.023,42 Juia

Hasil pemeriksaan stas pengelolaan PBJT Hotel, PBIT Restoran, dan PBJT Hiburan

diketahui terdapat permasalahan, yaitu;

a.  [Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Belum Optimal; dan

b. Kekurangan Penctapan PRIT Hotel, PRIT Restoran, dan PRJT Hiburan Minimal
Senilai Rp1.023,42 Juta.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Buleleng belum dapat memungut
pajak doersh terhadap sebelas penyedia hotel dan dua penyedia restoran, serta
kekurangan pencrimaan atas pajak dacrah yang bersumber dari PBIT Hotel, PBJT
Restoran, dan PBIT Hiburan yang belum ditetapkan senilai Rpl.023,42 Juta.
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1. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerzh Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Pendapatan Retribusi Dacrah diketahui terdapat
permasalahan, yaitu potensi kehilangan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan
pada |13 puskesmas, penetapan pendapatan retribusi pemanfastan aset daerah belum
berdasarkan data akiual, dan pendapatan retribusi Persetujusn Bangunan Gedung
belum dikelola secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan potensi kekurangan
penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah minimal senilai RpS581,84 Juta dan
kekurangan penerimaan atas Retribusi Persctujuan Bangunan Gedung pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp16,31 Juta,

3. Potensi Kekurangan Penerimaan Pendapatan atas Denda Keterlambatan pada Sepulub
Paket Pekerjaan yang Belum Dipungut Senilai Rp1.707,11 Juta dan Minimal Senilai
Rp718,45 Juta pada Satu Paket Pekerjaan yang Belum Sclesai
Hasil pemeriksaan atas Belanja Modal diketahui terdapat potensi kekurangan
penerimaan pendapatan atas denda keterlambatan pada sepulub paket pekerjaan yang
belum dipungut senilai Rp1.707,11 Juta dan minimal senilai Rp718,45 Juta pada satu
paket pekerjaan yang belum selesai. Hal tersebut mengakibatkan potensi kekurangan
penerimaan pendapatan atas denda keterlambatan pada sepuluh paket pekerjaan yang
betum dipungut senilai Rpl.707,11 Juta dan minimal senilai Rp718,45 Juta pada satu
paket pekerjaan yang belum selesai,

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati

Buleleng, antara lain agar;

I. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menetapkan minimal
sebelas penyedia hotel dan dua penyedia restoran menjadi Wajib Pajak, menerbitkan
Surat Ketctapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, dan menagih atas kekurangan
penerimasn pajak senilai Rpl.023 .42 Juta;

2. Kepala Dinas Keschatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pengajuan
klaim Pelayanan Mon Kapitasi pada Puskesmas, sertn menginstruksikan Kepala
Puskesmas lebih optimal melakukan klaim Pelayanan Non Kapitasi;

3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pemutakhiran data
atas kantin sekolah serta memperbarui Perjanjian Kerja Sama;

4, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan
monitoring penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Dagrah yang telah didukung dengan
Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis serta melakukan penagihan atas Surat
Ketetapan Retribusi Daerah yang telah terbit senilai Rp16,31 Juta; dan

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

a. Memperhitungkan potensi  kekurangan penerimaan  pendapatan  denda
keterlambatan;
1) Pelaksangan atns sepulub paket pekerjoaan yang lclah selesai senilai
Rpl1.707,11 Juta; dan
2) Pelaksanann atas satu paket pekerjaan yang belum selesai minimal senilai
Rp718.45 Juia

BPK Perwakifan Provinsi Bali

Ay



b, Menginstrubsikan Pejabal  Pembual Komitnen terkail lebib cermat dalam
mengawasi dan mengendaliban kegintan.
K clemahan dan rekomendasi perbaikan secarn rinet dapat dilshat dalam laporan i

Denpasar, 15 Mel 2008
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPURLIK INDONESI
Perwakilan Provinsi Bali

#‘Fﬂu rung Jawab Pemeri un.ﬂ

Register Negara Akuntan No. RNA-11641
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